
WALIKOTA AMBON,

a.' bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan

program Pendidikan Anak Usia Dini yang dapat
diselenggarakan melalui jalur pendidikan
formal, non formal dan/atau informal dapat
mendorong tumbuh Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini dalam berbagai bentuk layanan
dengan kualitas yang sangat beragam;

b.bahwa salah satu bentuk pcmbinaan Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini adalah memberikan
penghargaan kepada Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini dengan memberikan dana bantuan
untuk meningkatkan mutu;

c.bahwa  dengan  disiapkan  dana  bantuan
operasional penyelenggara oleh pemerintah,
maka diharapkan satuan Pendidikan Anak Usia
Dini terus meningkatkan kualitas pelayanan
bagi masyarakat terutama bagi anak usia dini;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Ambon Penerima Dana Tambahan Alokasi
Khusus Bantuan Operasional Penyelenggara
Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

N\^ Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
^^Daerah  Swatantra   Tingkat    I     Maluku

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957Nomor 80) sebagai  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1958Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645);

Mengingat

Menimbang

. WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1 ^^TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA AMBON
PENERIMA DANA TAMBAHAN ALOKASI KHUSUS

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARA
TAHUN 2017



2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4301);

3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  4,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4496);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955
tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai
Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus
Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 809);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 3137);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3460);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan
Pendidikan  (Lembaran  Negara   Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);

9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan;

10.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun
2016tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat  Daerah  Kota Ambon  (Lembaran
Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon
Nomor 321);



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2.Gubernur Maluku;

3.Ketua DPRD Kota Ambon;
4.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Maluku;
5.Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Ditetakan di Ambon

Menetapkan Lembaga Pendidikari Anak Usia Dini
Kota Ambon Penerima Dana Tambahan Alokasi
Khusus Bantuan Operasional Penyelenggara Tahun
2017.
Menerima Hasil Keija Tim Manajemen BOP PAUD
dalam menyeleksi Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Kota Ambon Tahun 2017.
Mengusulkan lembaga PAUD yang nama-namanya
tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai calon
penerima dana tambahan bantuan operasional
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini &
Dikmas Kemdikbud.
Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan
pada APBN Ditjen Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini & Dikmas Kemdikbud.
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

MENETAPKAN
KESATU

MEMUTUSKAN:
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